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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan 

dan kedudukan perjanjian dibawah tangan terkait peralihan hak atas tanah 

melalui jual beli, dari sisi keabsahan yaitu jual beli yang dilakukan dengan  

akta dibawah tangan  yakni sah secara hukum sesuai dengan Pasal 1457 

KUHPerdata yang menyebutkan:”jual beli adalah suatu persetujuan, dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”. Artinya 

setelah adanya kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak, penjual 

dan pembeli, yaitu penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang 

yang dijualnya, dan kewajiban si pembeli membayar harga barang sebagai 

imbalan haknya. Dan sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdata menegaskan 

bahwa: ”jual beli dianggap telah terjadi anatara kedua belah pihak, seketika 

setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 

harganya”. Sedangkan Kedudukannya adalah kekuatan pembuktian akta 

dibawah tangan masih kurang kuat atau lemah, akta dibawah tangan barulah 

mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tanda tangannya itu diakui 

kebenarannya. Berbeda dengan akta otentik, akta otentik itu menjadi bukti 

kebenaran terhadap seluruh isinya. 
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B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian serta menganlisis data yang 

diperoleh, ada beberapa hal yang disarankan oleh penulis antara lain: 

1. Diharapkan kepada pemerintah terutama pemerintah Desa Lanci Jaya agar 

sekiranya melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan secara itensif 

kepada masyarakat desa lebih khusus masyarakat Desa Lanci Jaya akan tata 

cara mendaftarkan tanah dan pentingnya pendaftaran tanah. 

2. Diharapakan kepada seluruh elemen masyarakat, agar sekiranya melakukan 

transaksi jaul beli dengan akta otentik yang dilakukan dihadapan pejabat 

yang berwenang atau dihadapan Notaris, dan tidak lagi melakukan 

perjanjian jual beli dibawah tangan. 

3. Diharapakan bagi seluruh masyarakat yang belum memilki sertifikat, agar 

sekiranya kalaupun sudah punya biaya sesegera mungkin mendaftarkan 

tanahnya untuk memperoleh sertifikat, yang dimana sertifikat tersebut 

sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut Undang-Undang 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. 
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